SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 629 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 162

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar pengeluaran
anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam
APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk
pengembalian atas pengembalian penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan
kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan;
bahwa dalam pelaksanaan belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk
Tanggap Darurat;

Mengingat...

https://jdih.bandung.go.id/


http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_menteri/Permen_No_13_2006.pdf
https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/6568

Mengingat

10.

2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016
tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar
Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN...

https://jdih.bandung.go.id/


https://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/04uu015.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/04uu015.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/07uu024.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp021.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_menteri/Permen_No_13_2006.pdf
https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/6568
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1446-2016.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn120-2018.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn120-2018.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/07.Tahun%202006.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/07.Tahun%202006.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%2007%20Thn%202015.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%2007%20Thn%202015.pdf

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam  dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA.

8. Pejabat...

https://jdih.bandung.go.id/



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Pejabat = Penatausahaan  Keuangan  SKPKD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah  Kota selaku pelaksana dan
penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga
untuk Tanggap Darurat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran
yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan
pengeluaran pembiayaan SKPKD.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
berdasarkan SPM.

BABIII...

https://jdih.bandung.go.id/



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BABII
PENGERTIAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah Kota; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota dapat

melakukan  pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya disusulkan dalam
rancangan perubahan APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

BABIII
TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 3

Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. Setelah...

https://jdih.bandung.go.id/



(2)

6

Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh
Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada huruf (a) dinyatakan secara tertulis;

PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya RKB;

Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan
dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana;

Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada huruf a, digunakan hanya untuk
pencarian dan penyelamatan korban bencana,
pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan

serta tempat hunian sementara.

Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk

tanggap darurat selain rencana kebutuhan belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a.

Perangkat Daerah memformulasikan RKA untuk
kebutuhan penanggulangan tanggap darurat;
RKA yang telah diformulasikan disampaikan kepada:
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung untuk difasilitasi
dalam program dan kegiatan; dan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota
Bandung untuk difasilitasi SSH (Standarisasi
Satuan Harga) dan kode rekening belanja;
RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan penelitian oleh PPKD;
RKA yang sudah diteliti oleh PPKD disampaikan
kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui menjadi
DPA;
e. DPA yang...

https://jdih.bandung.go.id/



e. DPA yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah
disahkan oleh PPKD;

f. DPA sebagaimana dimaksud pada huruf e,
dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga
untuk  selanjutnya  diterbitkan  SPD (Surat
Penyediaan Dana); dan

g. SPD (Surat Penyediaan Dana) sebagaimana
dimaksud pada huruf f, menjadi dasar penerbitan

SPP dan SPM oleh Perangkat Daerah.

BABIV
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 4

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk

tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a.

Penggunaan dana tanggap darurat dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada
Perangkat  Daerah yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana;

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik
dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap
darurat yang dikelolanya;

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana darurat
bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
kepada PPKD dengan  melampirkan  bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat
pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 5

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk

tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

mengacu kepada mekanisme dan ketentuan sebagaimana

jenis belanja yang lainnya.

KETENTUAN PENUTUP...

https://jdih.bandung.go.id/



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota  ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 18 April 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
ZoA N KE}:ALA BAGIAN HUKUM
PADA ;SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

~H. BAMBANG SUHARI, S.H.
//NIR: 19650715 198603 1 027

https://jdih.bandung.go.id/



